PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR {41 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASL, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINS] KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa Dberdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 . Tahun 2016
sebagaimana  telah  diubah  dengan . Peraturan EIT R
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan = = =
Atas Peraturan Pemerintah Nomior - 18 'I‘ahun 2016-'3- =
tentang Perangkat Daerah mengamanatkan - bahwa-_ :
Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan ©
fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok':; c
jabatan fungsional, menghapus unit Ol“gamsam yang :
tugas dan fungsinya telah digantikan secara’ peﬂuh olehi
kelompok jabatan fungsional; :

b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat ( ) huruf b
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan’ T
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 9021 tentang_-ﬁ e
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan L
Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaiaaii SRS
jabatan dilakukan pada instansi Daerah; '

€. bahwa dalam rangka mewujudkan bzrokr331 yang e
dinamis dan profesional sebagai upaya pemngka‘tan i
efektivitas dan efisiensi guna mendukung - i{lnerga-'_ L
pemerintah daerah, perlu dilakukan penyedelhanaan ERSORE
birokrasi melalui penyetaraan jabatan admmmtrasz ke S
dalam jabatan fungsional; -

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan - se’bagazmana‘ i % RO S
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huzui‘ ‘e, perlu REFTNE IRt
menetapkan Peraturan Gubernur tentang . Kedudul{an,_i R
Susunan Organisasi, Tugas dan- Furngsi, serta Tata Kerja . S
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipﬂ vamsl B
Kalimantan Barat; '




Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara_f._-'- ;

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Otonom - Provinsi o

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalirnantan

Timur (Lembaran Negara Republik 'Indé:’anééia:-."I‘a_h_iiii:'-] -
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Négara'RepubIﬁ{s

Indonesia Nomor 1 106);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 t_e'n’;a'ng A’pa@mf - _' _:_ el
Sipil Negara (Lembaran Negara -Republik ‘Indonesia ..

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara -
Republik Indonesia Nomor 5494); IR L

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang - -
Pemerintahan Daerah (Lembaran . Negara ~Republik - o
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran = =
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) "_Sébagaiiﬁaiié-_-_----"' S HR
telah  diubah beberapa kali dan terakhir - dengan . L
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta N
Kerja (Lembaran Negara Republii{'Indonésiaf'_'_‘i[‘aﬁun_:}?,'();?{'}'.:_. e
Nomor 245, Tambahan Lembaraﬂ_:Négarai_-fRept'Jbﬁk'_:..__.'-"I"_:_; -

Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun : 2014teniang : i
Administrasi Pemerintahan (Lembai*an__Ngga;‘aj_'R@?‘Q_I?likﬁ{'.'_--_f-.'_._-'-: S
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, TambahaﬂLembaraﬂ SR

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); -~ e

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014t€ntang
perkembangan - Kependuduken RKeluarga, Keluarga =~
(Lembaran & .

Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (L ran.
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 “Nomor 319, -

Tambahan Lembaran Negara RepubhkindoneslaNgmm

5614);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tehun 2016 tentang = e
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia EE R
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan LembaranNegaJa e
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telaht il
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun o o
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan’ Pemerintah =~

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik :_ Indc:_iiesia'_g'}_‘%huzj__:'-'_Q'O'ig'5-_.___._-_: e
Nomor 187, Tambahan Lembaran . Negara 'Ré_pub_lik'f-_:_'-'::__ L

Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahiun 2017, tentang .
Manajemen Pegawai Negeri ‘Sipil - (Lembaran’ Negara S
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan o
Lembaran Negara Republik Indonesia”.Né_mojr'_'6'(_)3"?) SRR e )
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah =~
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peﬁibéﬁaﬁj'AiéSfo;__.__T,
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang =

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran - Negara

Republik Indonesia Tahun 2020:N@nun<68;jxaﬁbahég[fQ;*;f; S
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); SR R T
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada-
Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi
Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita -
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan -
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun :
2021 Nomor 525); . o

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ==~
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang -~
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi. -~ -
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi  (Berita =
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan  Barat (Lembaran Daerah  Provinsi- _
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomior 8, Tambzhan =
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nornor 6) =
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir -
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang =~
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah - Nomor 8 .
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan ~Sustnan -
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran -
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomors, = -
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat .
Nomor 5); S Sl

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, - -
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA ~
TATA ~KERJA DINAS ~ KEPENDUDUKAN ~DAN B
PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT -

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang =
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu. 'Olehrff"_;;-_ B
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, '




&

10.

11,

12.

13.

14.

15

16.

17.
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Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat,

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik  Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang~Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yang
selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan
daerah di bidang administrasi kependudukan dan pbencatatan sipil, serta

urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutinya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimnantan Barat.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduli jabatan
pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

-Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing
pada jabatan fungsional vang setara,
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Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melaluj
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan  informasi
Administrasi Kependudukan serta  pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pendudulk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat
tinggal di Indonesia,

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai
Warga Negara Indonesia.

Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

Dokumen Kependudukan adalah dolkumen resmi vang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti
autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yvang
terstrukiur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan
atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan
administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan
berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudulkan.

. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang

harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau
perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E}
dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang,
perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor
identitas Pendudulk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat
pada seseorang vang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga
yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga,
serta identitas anggota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah
Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas
resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi
Pelaksana.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh
seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi Pelaksana.

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan
Peristiwa Penting vang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Peristiwa, Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi
kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan
status kewarganegaraan.
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Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Drang Asaﬁg
untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka
waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal vang diberikan kepada orang asing
untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Petugas Registrasi adalah petugas yang diutamakan dari pegawai negeri
sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan
pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan
dan penyajian data kependudukan di desa /kelurahan atau nama lainnya.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK,
adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi
kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai
satu kesatuan.

Data Pribadi adalah data persecrangan tertentu yang disimpan, dirawat,
dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB 111
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISAS]
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di
bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian
penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas
menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

perumusan program kerja di bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran
penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, dan kelembagaan;




o

h.

k.
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pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas pendaftaran

penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, dan kelembagaan;

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi pendaftaran
penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

kependudukan, dan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran

penduduk, pencatatan sipil,  pengelolaan informasi  administrasi
kependudukan, dan kelembagaan;

pembinaan sosialisasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan,
kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data
kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh

kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam
negeri,
pengoordinasian bengawasan  atas penyelenggaraan administrasi

kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran
penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, dan kelembagaan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pendaftaran
penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, dan kelembagaan;

pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain dan tfugas pembaﬁtuan yang diberikan oleh
Gubernur di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta
pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari -

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
Bidang Kelembagaan;

Unit Pelaksana Teknis; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan-dari Peraturan ‘Gubériiur ini.

B

SR e a0 oo
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Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a;
mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinés’ik&n’,'_;'.m'embina',._.'- '
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan - melaporkan 7_1;ég%ia'tain:: ey
Dinas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan . sipil, -serta e
pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan peraturan SR

perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 'Kepéla i '-
Dinas mempunyai fungsi e

4. penetapan program kerja di bidang fasilitasi .pendaftaran'-:pél__z'_du_duk;’-'.'_'3::'_.'i__'.;
fasilitasi  pencatatan sipil,  pengelolaan  informasi - administrasi B

kependudukan, dan kelembagaan;

b. perumusan kebijakan strategis di bidang fasilitasi peridaftaranf_pe_l‘_zdtic'it_ik,"_f'-f'_-j LIE
fasilitasi  pencatatan sipil,  pengelolaan  informasi administrasi.~ i

kependudukan, dan kelembagaan;

c. pelaksanaan kebijakan teknis dj bidang fasilitasi __pe_nda’;ftaraji .peiﬁzdﬁi_{:iv_;k;:'fff - . i s
fasilitasi  pencatatan  sipil, pengelolaan = informasi 'adziiiiais}ti‘as;i_f; o

kependudukan dan kelembagaan;

d. penyelenggaraan kegiatan di bidang fasilitasi pendaftaran. :pendu_é{_uk,_..'_if i
fasilitasi  pencatatan sipil,  pengelolaan informasi '_ai_iini'niétrasi_ i
kependudukan, dan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan pt_?;'rundaﬂ'g{;;_ R L

undangan;

€. pengelolaan anggaran program dan kegiatan, perlengkapaﬁ; _' musan :_ _tata i | O B
usaha, rumah tangga, barang milik negara dan ‘daerah, ‘serta urusan- SO :
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas sesuai kefentiian ‘peraturan” B e )

perundang-undangan;

f. pembinaan dan koordinasi penyusunan, pelaksanaan. dan pelaporan.
program  dan  kegiatan  urusan  administras] ‘kependudukan =
kabupaten/kota, urusan Aparatur Sipil Negara meliputi ‘pengangkatan, -
pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang Tenangani urusan -
administrasi kependudukan kabupaten/kota, perangkat “daerah Lyangs
menangani  urusan  administras] kependudukan “kabupaten/kota, o o0

pengelolaan barang milik negara di kabupaten /kota;

& bpenyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran -"pendL1"<:_iuk'_,'-'.'_"-
fasilitasi  pencatatan sipil,  pengelolaan informasi | _adﬁjiﬁist;faSi_--_.._-:"'_j*' S

kependudukan, dan kelembagaarn;

h. pembinaan teknis dan koordinasi di  bidang _faSﬂitasi-:-__zpeiid_éftal_"_aﬂ_'f“'_::ﬁ_-
penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi s e

kependudukan dan kelembagaan:

i. pengelolaan informasi administrasi kependudukan, ‘kerja '~ sama
pelaksanaan administrasi kependudukan serta pemanfaatan data ‘dan o

dokumen kependudukan;
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j. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan dan kelembagaan;

k. penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data
kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh
kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam
negeri;

. pelaksanaan koordinasi bengawasan atas penyelenggaraan administrasi
kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

m. pengoordinasian kegiatan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk,
fasilitasi  pencatatan sipil,  pengelolaan  informasi administrasi
kependudukan, dan kelembagaan;

n. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang fasilitasi pendaftaran
penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, dan kelembagaan;

0. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi,
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan
publik di lingkungan Dinas;

q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di
bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil,
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;

r. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan
perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan
kelembagaan; dan

8. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan
keluarga berencana yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1} huruf b, dipimpin
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan
dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan
pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.
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Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat
mempunyai fungsi :

a.
b.

k.

.

penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan
dan aset milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan
evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset milik
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, urnum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan
dan aset milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di lingkungan
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan
dan aset milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di lingkungan
Dinas;

penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan
Dinas;

pembinaan dan koordinasi urusan aparatur yang meliputi pengangkatan,
pemberhentian dan penilaian  kinerja pejabat  yang membidangi
administrasi kependudukan di kabupaten/kota;

pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan
administrasi kependudukan di kabupaten /kota;

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan
sekretariat;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh
Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawah I{ep%c‘ia Se retaris. . . -f




TR

".-Pasa_z 12 |

Sub Bagian Umum dan Kepegawa:ta:a sebagagmana ch :maksud dalam Pasa 11
ayat (1) huruf a, mempunyai - tugas mengumpul dan__ me 30

kebijakan di bidang - umum ~dan . kepegawa.aan serta_-' mengenda}ﬂ{é@iﬁ
pelaksanaan kegiatan sesua1 dengan tugas dan fungsmya

Pasal 13 Co

Untuk melaksanakan tugas sebaga1mana d1maksud dalam Pasali 12-- Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian: mempunyai fmwsz

a. penyusunan rencana kerj Ja Sub Baglan Umum dan I&epegawazan‘

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan pemmusan keszakén:
umum dan kepegawaian di lmovkungan Dmas ' '

c. pelaksanaan urusan di b1dang umum dan kepegawalan Sesuaa ketentuan
peraturan perundang- undangan S

d. pemberian dukungan telhadap pelaksanaan Ctugas
lingkungan sekretariat; S

e. pelaksanaan koordinasi dan fasﬂltasz sesueu tugas dan _unofsz d
umum dan kepegawaian; U - o :

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
Bagian Umum dan Kepegawalaﬂ, ST - :

h. pelaksanaan monitoring,. evaluasz dan penyusunan aporan - terhada
pelaksanaan tugas dan fungm d1 bzdang umum dan kepegawala

i. pelaksanaan fungsi lain _d1 bzdang umum da_n kepegaxx}man ;
diserahkan oleh sekretaris. =~ :

Pasal 14

Sub Bagian Keuangan sebagazmana damaksud dalarn Pasal 11
b, mempunyai tugas merzgumpul dan mengolah bahan __;keb13

keuangan dan aset serta meng@ndahkaﬂ peiaksa:naan Legmt
tugas dan fungsinya. S .

Pasai 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dn’naksud dalam?.z asal 14 -S_ b
Bagian Keuangan mempuhyai fung31 : "

a. penyusunan rencana kelj}a Sub Bag1an Keuangan G
b. pengumpulan, peng&lahan bahan dan perumusan"kebgakan di
keuangan dan aset di hngkunwan Dinas; -

c. pelaksanaan urusan -di- bidang Iceuangan dan aset
peraturan perundang- undangaﬂ, ' ' :

d. pemberian dukungan terhadap peiaksanaan
lingkungan sekretariat; - R




e. pelaksanaan koordmam dan fasahta& Sesuaz tuga ___dan ungsi
keuangan dan aset; . - R : -

f. pengendalian dan- pengawagan terhadap peiaksanaan tu_ 1S pada S
Bagian Keuangan : _ : H ]

tugas dan fungsi di bldemg keuan%m dan aset

h. pelaksanaan mom‘colm@, evaluasz dan penyusuman la,p
pelaksanaan tugas dan fung31 d1 bldang keuangan ' an aset d

i. pelaksanaan fungsi iam ch bldang keuangan dan as o
sekretaris, Lol e

_ Bagian Kehma : .
Bid&ng Fasﬂitam Pendaftaiaﬂ Pendudﬁk

.'Pasai 16

Bidang Fasilitasi Pendaftaian Penduduk se’bagazmana dm‘laksud; alam Pasal 5_,-
ayat (1) huruf ¢, dipimpin’ oieh seorang I&epala Bzdang yang.:-be’_ da ch '
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dmas :

Pfi'sai'.i? e

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyal tugas
dan merumuskan kebljakan tekms d1 b1dang fasﬂu:asi_;' Sarana an:
pendaftaran pendudulk; bina: aparatur pendaftaran :
evaluasi dan dokumentasi- pendaftaran penduduk Seria-_;.ba tanggung]aw

memimpin seluruh kegiatem peiayanan dam ad;mmstras:t di bidang fas,ﬂzta_ :
pendaftaran penduduk. T S :

Pasal 18

Untuk melaksanakan Lugas sebagaj.mana dzmaksud dalam Pasal 17, Bidan
Fasilitasi Pendaftaran: Penduduk mempunyal fungaﬂ

monitoring, evalua51 dan dekumentasz pendaftaran: pendilduk se
ketentuan peraturan perundang undangan ey

d. pemberian dukungf—m terhadap penyelenggaraan_ pemenntah daera:
bidang fasilitasi sarana dan prasana. pendaftman pe'ndud a apar
pendaftaran penduduk 1non1tormg, evaluasi dan dokumemas pendafiar
penduduk sesuai ketentuan peraturan pemndang~

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaem tugas dam _.un
fasilitasi sarana dan’ prasana pendaftaz‘an pendudu p U

pendaftaran penciuduk momtanng, evama.SJ, dan dalmméntam ‘pendaftarar
penduduk; : - - o




_13-

f.  pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dah :fﬁngsi di

bidang fasilitasi sarana dan prasana pendaftaran penduduk, bina aparatur o

pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentas; pendaftaran
penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas- berkenaan .

dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan  prasana,

pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, g
evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk; o

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap :,peia.‘i{sanaénf

tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasana 'pén‘dafta'raﬂff S

pendudulk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan -
dokumentasi pendaftaran penduduk; dan AR

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di -'-bidai‘ig:'_j':"'
fasilitasi pendaftaran penduduk sesuai ketentuan peraturan pémndahgu S
undangan. D

Bagian Keenam
Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil

Pasal 19

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5" “°

ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. '

Pasal 20

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyiapkan bahan dan'
merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sarana. dan prasarana. .
pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaliasi dan
dokumentasi pencatatan sipil, serta bertanggungjawab ‘memimpin - selurith

kegiatan pelayanan dan administrasi dj bidang fasilitasi pencatatan sipil.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal'QOI,VB'idaﬁg N

Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai fungsi
a. penyusunan program kerja Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil; = B
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijjakan teknis di bidang fasilitasi .

sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil,

monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil; .

¢. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi sarana dan o
brasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, -

evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; : o
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d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemetintah daeral di .

bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina __aparatiir'

pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan ‘sipil
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangar; ' o g

€. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fun’gsf-_'dii bi_d_ang
fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur penc'atatah‘_ o

sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil;

f.  pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas- dan _.funggi_;d;
bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan: sipil, bina aparatur
pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi Ppencatatan sipil -~

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dina's_?_berkfenaé.ﬁ :
dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan. prasarana -

pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan -
dokumentasi pencatatan sipil; o

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap péiaksfa_i;eién S
tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan . . e
sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokuiméntas_i_}%f.f FEED N

pencatatan sipil; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinds di .bidan"gﬁ'j

fasilitasi pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan __p‘érundan'gu_:;f.-
undangan. ST

Bagian Ketujuh :
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependadukan .' .:' .

Pasal 22

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan .se_'bagéimaﬂa} o L
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh-Secraﬁg_Képala" Bidang = = ¢

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. i

Pasal 23

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan me’mpﬁi_unyai tugas L
menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan tekmis di.'bidaﬁg*"?fa‘s’ﬂitasi'f:.-'_ G
sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan (o
bina administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan, B
monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi -kép’éhcii;zdukan',--5-"";'.".”': R
serta  bertanggungjawab memimpin  seluruh kegiatan  pelayanan dan RS N

administrasi di bidang pengelolaan informasi administrasi 1<:epénduduksm.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 I_:-Bid'an'g.. s
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

4. Penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Informasi Admamstrasx SRR

Kependudukan;




- 15 .

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas)
sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan
dan bina administrator database, pengolahan dan penyajian data
kependudukan, monitoring dan  evaluasi pengelolaan  informasi
administrasi kependudukan;

€. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi sarana dan
prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bing
administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan,
monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang
fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administras
kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan
penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan
informasi administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

€. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi
kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan
penyajian  data kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan
informasi administrasi kependudukan;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi
kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan
penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan
informasi administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

g pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana
pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina administrator
database, pengolahan dan penyajian data kependudukan, monitoring dan
evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan
informasi administrasi kependudukan dan bina administrator database,
pengolahan dan penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi
pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
pengelolaan informasi administrasi kependudukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Bidang Kelembagaan

Pasal 25

Bidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f,
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. e
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Pasal 26

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan
kebijakan teknis di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga
sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan, serta bertanggungjawab
memimpin  seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang
kelembagaan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang

Kelembagaan mempunyai fungsi :

&. penyusunan program kerja Bidang Kelembagaan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk,
keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi
kelembagaan;

¢. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kerjasama, pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga
berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang
kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian

penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan

evaluasi kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang -
kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian
penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan
evaluasi kelembagaan;
f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,

pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera,

monitoring dan evaluasi kelembagaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

g pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan .
dengan tugas dan fungsi di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana
dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga
sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Bidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, membawahi
Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Kelembagaan.

e
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Pasal 29

Seksi  Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana - -
dimeksud dalam Pasal 28 ayat (1), mempunyai tugas mengumpul -dan’
mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan data dan dokumen .
kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluaiga . :
sejahtera serta bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan “kegiatan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal’ 29, Seksi

Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai ftirigsi D

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumedn -

Kependudukan;

b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan :;’daei;ah di B
bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian =

penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang 'pemaﬁfa'ataﬁ'._datei : cian o

dokumen kependudukan, pengendalian penduduk,'._keluargaf __:bereh'{:éiﬁg{i-__ : 3

dan keluarga sejahtera;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang .-peiﬁanfé_afaﬁ o o S
data dan dokumen kependudukan, pengendalian - penduduk, keluarga

berencana dan keluarga sejahtera sesuai peraturan péi*Llndai;g{u:iﬁanga'n;". SRR R

. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksangan tugas dan _fuﬁ'gSi':_di RS E
bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, :per;géndalian o

penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemanfaatan data dan dokumen =

kependudukan, pengendalian pendudulk, keluarga befencana'.daﬁ"_keiuarga"_} o

sejahtera;

g pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang ._be'i*keﬁé{éﬁ R
dengan tugas dan fungsi di bidang pemanfaatan data'._d'an J__d_okum_e'n-:'__.___'__
kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga

sejahtera; dan

h. pelaksanaan tugas lain di pemanfaatan data dan dokumen kepéqduc.iu__l{aﬂ;ﬂf ST

pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang ) )

diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 31

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal ‘5 'éyat.-.:(i') SR
huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional

atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (}); d_ipiﬂipiﬁ_ -_bieh" o
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada . BT

Kepala Dinas melalui Sekretaris.




ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan

melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan
pelayanan teknis fungsional.

(2) Pengangkatan dan pelantikan melalui pbenyetaraan jabatan dilakukan
sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3} Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada
Pejabat Administrator,

{(4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang
dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yvang
ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan
Fungsional.

(5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta
pengelolaan kegiatan Koordinator dan /atau Sub Koordinator Kelompok
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan
keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang—undangg_l}._ B
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Pasal 33

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan
dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan
jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang didudulki
sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan
Jabatan.

Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan
dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai
dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas
Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti  peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional
tersebuit.
BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 36

Kepala Dinas, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur dari
Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat
dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan Lketentuan
peraturan perundang-undangan.

Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan
mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang
tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai
penyederhanaan birokrasi berlaku.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan
yang diberikan oleh pefabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima
persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit,
yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan
pengembangan profesi. e




(1)

(2)
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BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 38

Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi,
mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada
bawahannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan .
sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah
lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan -
di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperiukan
untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan - perundang- -
undangan. :

Bagian Kedua
Laporan

Pasal 39

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya-.dz«in”:

memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekrétaris Daerah -

perihal kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur =

melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. ' .

Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang :

ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta e o
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing--

masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan’ P
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan

saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna
dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan. '

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan .péda'..
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. R

Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas” _Iainﬁyé. ':

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. .
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BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas 'ditétépkan ?biéh_':i:__ R

Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertang’gtmgjawaﬁ ciz bzdang
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap - penataan

organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. o

{3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam 'keg'i:a"can.. o

pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4} Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, .agar':s;ei_iiruh --'.Peja:"l_jéit-' G
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan .

peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, .-_P_e'gaw_a'_i”'-AS_N yang iR

melaksanakan tugas pada Dinas tetap melaksanalkan _
belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian. -

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubeérnur Nomor = i
106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi RENIE U E
serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Provinsi
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan' Barat Tahun 12016 -
Normor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturar. Gubernur Nomor 86
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun S
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat:

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 87), dicabut dani -~ e

dinyatakan tidak berlaku.

“tugasnya’ sepanjang - S
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Pasgal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan. _
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturant,_ '

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah - Provinsi

Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pon.‘tianak
pada tanggal an Oy

Diundangkan di Pontlanak

3
@y

pada tanggal % 2y L

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Clg

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR
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